
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan

informasi dan dokumentasi peneliti terkait implementasi Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan

dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan

bahwa tujuan implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian belum

tercapai secara optimal yang terbukti hingga tahun 2020 ini masih ditemukannya

beberapa kendala pada 4 variabel. Rendahnya kinerja implementasi Peraturan

Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian disebabkan oleh beberapa faktor :

yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

sudah dirumuskan secara jelas dan tegas. Akan tetapi dalam

Implementasinya, tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut hanya



diketahui oleh pihak atasan saja, sedangkan para staf dibawahnya sama

sekali tidak mengetahui peraturan tersebut. Oleh karena itu, kinerja

kebijakan yang optimal sulit diperoleh akibat standar dan sasaran

kebijakan yang belum dapat diketahui secara jelas dan terukur oleh

seluruh aparat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan

Pengembangan Rendang (UPTD P3R) selaku pelaksana.

2. Sumberdaya

UPTD P3R masih kekurangan SDM dibidang operator dan teknisi

yang mengurusi operasional produksi rendang di sentra IKM Rendang

Kota Payakumbuh, sehingga inilah yang menjadi salah satu kendala

yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan implementasi peraturan

tersebut. Sedangkan dari segi sumberdaya non manusia, Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD

P3R) masih memiliki kendala yaitu finansial atau anggaran yang

digunakan untuk memenuhi perlengkapan operasional produksi rendang

masing kurang, kemudian belum dapat mencapai kuantitas alat-alat

berteknologi yang digunakan untuk pasar yang lebih luas.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial masyarakat di sekitar Sentra IKM Rendang tidak

terlalu berpengaruh langsung terhadap jalannya kebijakan karena tidak

semua mayarakat disana yang memiliki usaha rendang. Sebab yang

terpengaruh secara langsung dengan dilaksanakannya perda ini adalah

pengusaha rendang yang bergabung dengan Koperasi produksi sentra

rendang payo, yang mana warga yang tinggal di sekitar Sentra IKM



rendang sebagian besar berprofesi sebagai PNS, sehingga tidak terlalu

mempengaruhi jalannya Peraturan. Jika dilihat dari opini masyarakat

sekitar, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui

keberadaan sentra IKM Rendang. Sehingga dibutuhkan sosialisasi serta

penyebaran informasi yang luas kepada masyarakat sekitar. Untuk

kegiatan produksi, anggota yang berkonstribusi dalam kegiatan tersebut

sangat minim. hal ini sebabkan karena mendahulukan kepentingan

pribadi mereka yang juga memiliki usaha rendang pribadi. Sehingga

untuk menempuh pasar yang lebih luas dengan pesanan yang banyak,

tidak akan mampu dicapai dengan konstribusi yang sedikit dari anggota

koperasi selaku yang memproduksi rendang tersebut.

3. Disposisi Implementor

Dalam hal ini, diperoleh kendala pada pemahaman atau kognisi

para staff di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan

Pengembangan Rendang (UPTD P3R) yang juga bertindak selaku

pelaksana kegiatan. Para staff yang ada di Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD P3R)

sebagian besar kurang memahami Peraturan akibat belum pernah

melihat peraturan tersebut secara tertulis. Tidak semua pegawai Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang

(UPTD P3R) memahami tugas berdasarkan Peraturan. Peraturan hanya

diketahui dan dipahami oleh atasan saja, hal inilah yang mempengaruhi

kinerja SDM dalam pelaksanaan peraturan.



Apabila dilihat dari secara keseluruhan variabel yang dikemukan Van Meter

dan Van Horn maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian belum

dilaksanakan sesuai dengan isi peraturan tersebut oleh Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD P3R), sehingga

wajar saja tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan

di atas, maka dapat diberikan saran saran yang diharapkan dapat membawa

pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan

Pengembangan Rendang (UPTD P3R) ke arah yang lebih baik lagi dalam

pelaksanaan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini. Saran saran

tersebut antara lain :

1. Memberikan sosialisasi kepada seluruh aparat di Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD P3R) dengan

menyampaikan keseluruhan isi Peraturan, serta melakukan sosialisasi serta

penyebaran informasi yang luas kepada masyarakat sekitar terutama yang

berada di Sekitar Sentra IKM Rendang terhadap keberadaan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD P3R)

selaku pihak yang mengeloa sentra IKM Rendang mulai dari tujuan dan

sasaran kebijakan hingga kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Unit



Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang

(UPTD P3R) tersebut.

2. Kekurangan sumberdaya manusia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat

Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD P3R) ini bisa diantisipasi

dengan melakukan pelatihan tenaga operator dan teknisi dan melakukan

penyeleksian bagi orang-orang yang berkompeten. Selain itu, bisa dilakukan

pengrekrutan tenaga sesuai dengan latar belakang keahlian atau bidang

lulusan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (UPTD P3R).

Kemudian, untuk kekurangan anggaran untuk operasional kegiatan pelayanan

dan pengembangan rendang, pemerintah Kota Payakumbuh harus dapat

memenuhi dan tidak mengurangi anggaran yang semestinya. Sehingga

anggaran tersebut dapat digunakan untuk melengkapi berbagai sarana dan

prasarana pendukung operasional produksi rendang.

3. Memberikan pemahaman kepada anggota Koperasi produksi Sentra Rendang

Payo untuk lebih meningkatkan konstribusinya selaku pihak yang

berproduksi di Sentra IKM Rendang agar sasaran dari peraturan dapat

tercapai.


